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ABSTRAK 

 

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

yang bertujuan untuk menganalisa kesejahteraan finansial mereka setelah tidak 

lagi produktif bekerja. Namun, penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memunculkan 

berbagai polemik, terutama terkait dengan persyaratan untuk bisa 

mengambil JHT, keterbatasan akses pencairan dana yang hanya dapat dilakukan 

setelah usia pensiun. Kebijakan ini mendapat kritik dari pekerja yang menghadapi 

kondisi darurat keuangan sebelum mencapai usia tersebut. Dalam perspektif Islam, 

keadilan sosial dan maslahah ‘ammah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Qutb 

menjadi aspek penting dalam meninjau kebijakan ini, sehingga perlu dilakukan 

kajian lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif hukum islam dengan 

metode deskriptif- analisis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer 

berupa peraturan perundang-undangan terkait JHT serta data sekunder dari 

berbagai literatur hukum Islam, teori keadilan Sayyid Qutb, dan konsep maslahah 

‘ammah dan data tersier dari website. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan JHT dalam UU No. 

4 Tahun 2023 masih memiliki ketidakseimbangan dalam menjamin keadilan sosial 

bagi pekerja. Dalam perspektif Sayyid Qutb, kebijakan ini belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama 

perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan agar 

lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip maslahah ‘ammah guna memberikan 

kesejahteraan yang lebih luas bagi pekerja di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Jaminan Hari Tua (JHT), Sayyid Qutb, Keadilan Sosial, Maslahah 

‘ammah, Perlindungan Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 

 

Old-Age Security (JHT) is a form of social protection for workers aimed at ensuring 

their financial well-being after they are no longer productive. However, the 

implementation of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and 

Strengthening (P2SK) has sparked various controversies, particularly regarding the 

requirements for withdrawing JHT funds and the limited access to fund 

disbursement, which can only be done after reaching retirement age. This policy 

has been criticized by workers facing financial emergencies before reaching the 

stipulated age. From an Islamic perspective, social justice and maslahah ‘ammah, 

as proposed by Sayyid Qutb, are crucial aspects in evaluating this policy, 

necessitating further study on its alignment with the principles of justice in Islam. 

 

This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical 

method. The data sources used consist of primary data in the form of legislation 

related to JHT and secondary data from various Islamic legal literatures, Sayyid 

Qutb's theory of justice, and the concept of maslahah ‘ammah. 

 

The findings indicate that the implementation of JHT policy under Law No. 4 of 

2023 still lacks balance in ensuring social justice for workers. From Sayyid Qutb's 

perspective, this policy does not fully reflect the principles of justice and social 

welfare, which are the primary goals of labor protection. Therefore, policy 

reformulation is necessary to be more inclusive and aligned with the principle of 

maslahah ‘ammah to provide broader welfare for workers in Indonesia. 

 

Keywords: Old-Age Security, Sayyid Qutb, Social Justice, Maslahah ‘ammah, 

Labor Protection 
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HALAMAN PENGESAHAN 
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MOTTO 

 

“The world is just a Dream and then you will awake when you die. ” 

(Ali bin Abi Thalib) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alīf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ h (dengan titik dibawah) ح

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش
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 Sâd ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas’ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis Sunnah نسة

 ditulis ‘íllah لعة
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III. Ta’ Marbûtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 
 

 ditulis al-Mā’idah ةلمائدا

 ditulis Islāmiyyah سیمالةإ

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h 
 

 ditulis Muqāranah al-Māẓahib رمقا نة بذاھلما

 

IV. Vokal Pendek 
 

 fatḥah ditulis a ـَ 1

 kasrah ditulis i ـِ 2

 ḍammah ditulis u ـُ 3

 

V. Vokal Panjang 
 

1 fatḥah + alif ā لیةھجا jāhiliyyah 

2 fatḥah + alif 

layyinah/ya’ mati 
ā یسعى yas‘ā 

3 Kasrah + ya’ mati ī كریم karīm 
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4 ḍammah + wau mati ū وضفر furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 
 

fatḥah + ya’ mati ai بینكم bainakum 

fatḥah + wau mati au لقو qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 
dengan Apostrof 

 

 a’antum نتمأأ

 u’iddat تعدأ

 la’in syakartum لئن

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah 
 

 al-Qur’ān أنلقرا

 al-qiyās سلقیاا

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 
 

 ’as-samā ءلسماا

 asy-syams لشمسا
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IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 

 żawī al-furūḍ وضیالفرذو

 ahl as-sunnah لَلسنةأھ
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KATA PENGANTAR 

 

 محیرلا نحمرلا الله مبس

 نبینا ، نسلیرمـلوا ءلأنبیاا رفشأ على ملسلاوا ةصلا وال ، نمیـلعالا رب لل دحمـلا

 دبع ماأ ، نیدلا ومی لىإ نبإحسا متبعھ نمو ، نمعیـجأ صحبھو لھآ علىو دحمـم حبیبناو
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap manusia berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Selain itu, Pasal 34 ayat (3) 

menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat.” Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional tersebut, 

pemerintah telah mengembangkan berbagai program jaminan sosial, baik yang 

berbasis asuransi maupun bantuan sosial. Tujuan utama sistem jaminan sosial ini 

adalah memberikan jaminan rasa aman dan kesejahteraan sosial bagi setiap 

individu, khususnya dalam menghadapi risiko sosial yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup yang layak.1 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) dibuat sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan 

konstitusional, yang menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk 

perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin agar seluruh rakyat dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.2 Negara bertanggung jawab 

melaksanakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan sosial 

 

1 Sulastomo, Sistem jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), hlm. 10; Elvi Nuari Hutahaean, “Implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”. Jurnal 

Dharmawangsa, Volume 17, Nomor 2:709-717 April 2023, hlm. 71 

 
2 Pasal 1 (1) 
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dan ekonomi serta menjamin rasa aman bagi masyarakat sepanjang hayat.3 

Ketika seseorang menghadapi risiko keuangan seperti kehilangan pekerjaan, 

kecelakaan, usia lanjut, sakit, atau bahkan kematian, kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi bagian penting dari kesejahteraan 

secara menyeluruh. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berdampak signifikan 

pada kondisi keuangan seseorang dan berpotensi menyebabkan hilangnya 

sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, risiko-risiko tersebut perlu 

dipertimbangkan secara serius dalam perancangan sistem jaminan sosial 

sebagai bentuk perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat.4 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 membentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang 

diberi tugas mengelola Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, BPJS terdiri dari dua 

lembaga, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang mengelola 

program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia,5 berdasarkan nilai- 

nilai keadilan sosial, manfaat, dan kemanusiaan. Program Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan 

Jaminan Pensiun (JP) merupakan bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan, 

bukan BPJS Kesehatan, seperti yang sering disalahpahami.6 

 

3 Tim Koordinasi Komumikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan, Buku Tanya-Jawab Seputar Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang 

Ketenagakerjaan (SJSN-TK) (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Mnusia dan 
Kebudayaan, 2016), hlm. 2-3 

 
4 Ibid., hlm. 4 

 
5 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

 
6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sehubungan dengan munculnya Undang- 
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Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan melalui sistem 

asuransi sosial yang bersifat wajib, termasuk jaminan sosial di bidang 

ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004. Dalam bidang ketenagakerjaan, tujuan jaminan sosial adalah 

memberikan perlindungan agar setiap peserta yang telah membayar iuran 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, khususnya dalam situasi 

yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan.7 

Salah satu program yang dibahas dalam penulisan ini adalah Jaminan 

Hari Tua (JHT) bagi pekerja, yang termasuk dalam Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 

Ayat (2), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. Sedangkan Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa pekerja 

atau buruh adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Definisi ini membedakan orang yang mendapat bayaran atas 

pekerjaannya, tanpa memandang apakah mereka termasuk angkatan kerja 

atau tidak.8 

Secara garis besar, penduduk suatu negara dapat diklarifikasikan ke 

dalam dua kelompok utama, yaitu mereka yang bekerja dan mereka yang 

 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan, program BPJS 
ketenagakerjaan bertambah satu program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

 
7 Tim Koordinasi Komumikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan, Buku Tanya-Jawab, hlm. 21 

 
8 Agus Midah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 7. 
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tidak bekerja.9 Payaman berpendapat bahwa usia merupakan satu-satunya 

faktor yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam dunia kerja. Seseorang 

yang sedang mencari pekerjaan atau sudah bekerja dengan memproduksi 

barang atau jasa sesuai dengan ketentuan hukum dan batas usia, serta 

memperoleh penghasilan atau upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

dianggap aktif dalam kegiatan pekerjaan.10 Oleh sebab itu, setiap pekerja di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib terdaftar dalam program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. Selain itu, warga negara asing yang telah membayar iuran 

dan bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan juga memiliki hak 

untuk menjadi peserta program ini.11 

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu program jaminan sosial yang 

paling dikenal di Indonesia dan dilaksanakan secara nasional dengan 

menerapkan konsep “tabungan wajib” sebagai bentuk perlindungan bagi para 

pekerja. Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap peserta 

memperoleh manfaat berupa uang tunai ketika memasuki usia pensiun, 

mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia.12 Program Jaminan 

Hari Tua (JHT) memberikan dua manfaat utama, yaitu pengembalian seluruh 

iuran yang telah dibayarkan oleh peserta, serta hasil pengembangan dana dari 

 

9 Subijanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia‟, Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 17, No 6, 2011, hlm. 8. 

 
10 Sendjun H Manululung, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia 

(Jakarta: Rineka Citra, 1998), hlm. 3. 

 
11 Tim Koordinasi Komumikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan, Buku Tanya-Jawab, hlm. 26 

 
12 Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN 
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iuran tersebut.13 Peserta yang telah mengikuti program Jaminan Hari Tua 

(JHT) selama setidaknya 10 tahun berhak memperoleh manfaat dalam bentuk 

pembayaran sekaligus.14 Tujuan utama program Jaminan Hari Tua (JHT) 

adalah membantu peserta mempersiapkan masa pensiun dengan memberikan 

perlindungan finansial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 dan 66 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, peserta dapat 

menggunakan hingga 10% dari saldo JHT-nya yuntuk keperluan kepemilikan 

properti. Selain itu, apabila peserta meninggal dunia, manfaat JHT akan 

diteruskan kepada ahli waris yang sah.15 

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu bagian penting dari 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. Manfaat JHT dibayarkan secara sekaligus ketika peserta 

mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang SJSN yang mengatur 

pelaksanaan program jaminan sosial. Besaran manfaat tersebut dihitung 

berdasarkan total iuran yang telah dibayarkan peserta beserta hasil 

pengembangannya. Peserta berhak mengajukan klaim manfaat JHT setelah 

menjadi peserta selama minimal 10 tahun, termasuk opsi penarikan sebagian 

dana untuk keperluan pembelian rumah atau persiapan pensiun. Selain itu, 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari 

Tua, apabila peserta meninggal dunia, manfaat JHT akan diserahkan kepada 

ahli waris yang sah. 

 

13 Pasal 37 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN 
14 Pasal 37 (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN 

 
15 Pasal 37 (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN 
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Terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2015, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT), 

dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam Pasal 2, 4, dan 5 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, disebutkan bahwa 

pencairan dana JHT hanya dapat dilakukan ketika peserta mencapai usia 56 

tahun, meskipun peserta telah berhenti bekerja atau mengalami pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 37 

ayat (3) UU SJSN, yang menyatakan bahwa manfaat JHT dapat diberikan 

setelah peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun. Di sisi 

lain, PP Nomor 46 Tahun 2015 dan PP Nomor 60 Tahun 2015 mengatur 

secara teknis mengenai pencairan dana JHT, termasuk batas maksimal 

persentase dana yang dapat ditarik sebelum peserta mencapai usia 65 tahun. 

Secara normatif, peraturan-peraturan tersebut masih dianggap sejalan dengan 

UU SJSN, namun implementasinya di lapangan menimbulkan perbedaan 

penafsiran terkait waktu pencairan dana JHT. 

Masyarakat, terutama para pekerja dan buruh, menyuarakan kemarahan 

dan kritik tajam terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur prosedur dan syarat pencairan manfaat 

Jaminan Hari Tua (JHT). Lebih dari 436.330 orang telah menolak kebijakan 

baru ini, khususnya terkait pembatasan dalam pencairan manfaat JHT.16 

 

 

16 Changeorg. 2022. https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa- 

cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022kemnakerri?source_location=petitions_browse. 

diakses tanggal 14 November pukul 12:48 

http://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-
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Tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) adalah untuk mengintegrasikan 

skema pensiun, termasuk pensiun dan jaminan sosial usia lanjut. Dengan 

harmonisasi ini, diharapkan sektor keuangan menjadi lebih kuat, sistem 

jaminan sosial dapat direformasi, serta jaminan sosial nasional dapat 

ditingkatkan kualitasnya. Dalam hal ini, pemerintah semakin menyadari 

bahwa pekerja memegang peranan penting sebagai penggerak utama 

pertumbuhan ekonomi, sehingga program jaminan sosial menjadi kunci 

dalam memperkuat sistem keuangan.17 Karyawan yang menjadi BPU masih 

dapat melakukan pembayaran selama memenuhi persyaratan masa kontribusi 

15 tahun, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat dari 

Undang-Undang P2SK dan berpartisipasi dalam jaminan sosial pensiun.18 

Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam Pasal 51 Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan adalah ketentuan mengenai pencairan manfaat Jaminan Hari Tua 

(JHT). Jika sebelumnya pekerja dapat mencairkan JHT saat memasuki usia 56 

tahun, kini pencairan hanya dapat dilakukan setelah pekerja mencapai usia 

pensiun sesuai ketentuan perjanjian kerja, atau dalam kondisi tertentu seperti 

pemutusan hubungan kerja (PHK), cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

Namun, berdasarkan temuan yang ada, banyak pekerja mengeluhkan 

sulitnya proses pencairan JHT, meskipun telah memenuhi syarat seperti 

 

17 Pasal 23 UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan (P2SK). 

 
18 Yuliana Syahfitri. “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”. Unes Law Review. Vol 6, No 1. (2023). 
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terkena PHK. Prosedur yang dianggap berbelit, dokumen yang tidak mudah 

diakses, serta kurangnya sosialisasi mengenai perubahan regulasi 

menyebabkan hak pekerja atas jaminan sosial tidak dapat terpenuhi secara 

optimal.19. Kesulitan ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja, 

terutama mereka yang sangat bergantung pada dana JHT untuk kebutuhan 

hidup setelah kehilangan pekerjaan. 

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara semangat 

perlindungan jaminan sosial dalam regulasi dengan realitas implementasinya 

di lapangan, sehingga penting untuk ditinjau lebih lanjut dari perspektif 

perlindungan hak-hak tenaga kerja. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan 

dan rasa ketidakberdayaan bagi pekerja yang menghadapi kesulitan finansial. 

Pasal 50 UU No. 4 Tahun 2023 mengatur bahwa mekanisme pencairan JHT 

harus mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Pasal 56 UU No. 4 Tahun 2023, pekerja dengan status kontrak atau 

pekerja yang bekerja di sektor informal cenderung tidak tercover secara 

maksimal oleh program JHT. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara 

pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dalam akses terhadap jaminan sosial. 

Akibatnya, pekerja dengan status kontrak atau non-permanen mungkin tidak 

menerima manfaat JHT secara maksimal, sehingga mengurangi perlindungan 

sosial bagi mereka yang lebih rentan. Pasal 66 UU No. 4 Tahun 2023 

menegaskan pentingnya pengawasan oleh pemerintah terkait pelaksanaan 

jaminan sosial, namun dalam prakteknya, pengawasan yang tidak maksimal 

dapat merugikan pekerja. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak- 

 

19 Ibid. Hlm 28. 
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hak pekerja, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. 

Pengawasan yang lemah terhadap program JHT menyebabkan sejumlah 

perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya atau melakukan pemotongan iuran 

yang tidak sesuai. Karena tidak terdaftar dalam program tersebut, pekerja 

yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat JHT justru terabaikan, 

sehingga mereka kesulitan mengakses dana pensiun saat membutuhkannya. 

Berdasarkan konsep perlindungan hak, pemikiran Sayyid Qutb mengenai 

keadilan sosial, dan prinsip Mashlahah ‘Ammmah, penelitian ini bertujuan 

untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT) 

dapat memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perlindungan terhadap hak pekerja merupakan 

wujud keadilan yang meliputi berbagai hak yang wajib dijamin oleh negara 

demi memastikan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.20 Setiap 

karyawan memiliki hak atas perlindungan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1), yang mencakup: a) keselamatan dan 

kesehatan kerja; b) pemenuhan standar moral dan etika; serta c) perlakuan 

yang menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi keyakinan 

agama. 

Sementara teori keadilan sosial dan Maslahah ‘Ammmah menurut 

Sayyid Qutb, merupakan bentuk keadilan dalam islam yang tidak hanya 

mencakup aspek moral, tetapi juga pengaturan sosial dan ekonomi yang 

memastikan setiap individu termasuk pekerja mendapatkan haknya secara 

 

20 Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 12, No 1, (2021), hlm 69-78. 



10 
 

adil.21 Qutb menjelaskan dalam bukunya Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi Al- 

Islam (Keadilan Sosial dalam Islam) bahwa setiap individu memiliki hak 

untuk mendapatkan standar hidup yang layak, termasuk hak atas jaminan 

sosial seperti perlindungan bagi pekerja melalui asuransi kesehatan, pensiun, 

dan berbagai manfaat lainnya.22 

Menurut tafsiran Qutb atas Surah Al-Mumtahanah (60:8) dalam Fi Zilal 

al-Qur’an, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan 

warganya dan membangun sistem yang dapat menghilangkan praktik 

eksploitasi serta ketidakadilan, sejalan dengan konsep Maslahah ‘Ammmah. 

Negara wajib menjamin bahwa seluruh warga, tanpa pengecualian, 

memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Menurut 

Qutb, peran pemerintah tidak hanya sebatas mendistribusikan pendapatan 

secara adil, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan 

memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat 

harus menjadi prioritas utama, dan kebijakan sosial harus melindungi 

kepentingan umum tersebut. 

Berangkat dari kerangka awal pemikiran diatas penulis terdorong untuk 

meneliti lebih lanjut serta mendalam mengenai “ Perlindungan Hak Bagi 

Tenaga Kerja Terhadap Jht Berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 Perspektif 

Sayyid Qutb“ 

 

 

 

 

 

21 Fi Zilal al-Qur'an (terutama pada Surah Al-Baqarah: 177 dan Surah Al-Hadid: 7-11) 

 
22 Sayyid Qutb. Al- ‘Adalah al-Ijtima’Iyyah Fil Islam, Terj. Afif Mohammad, Keadilan 

Sosial Dalam Islam. (Bandung: Pustaka, 1984). 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan kunci berikut ini: 

1. Bagaimana pelaksanaan pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) 

dalam rangka pemenuhan hak tenaga kerja menurut Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023, ditinjau dari perspektif perlindungan hak tenaga 

kerja? 

2. Bagaimana perspektif Sayyid Qutb mengenai maslahah al-‘ammah 

dan hak atas keadilan dalam konteks implementasi program Jaminan 

Hari Tua (JHT) bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2023? 

C. Tujuan dan Manfaat 

 

1. Tujuan penelitian 

a. Menganalisis pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam 

rangka pemenuhan hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan fokus pada 

perspektif keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

pekerja. 

b. Menganalisis pandangan Sayyid Qutb mengenai konsep maslahah al- 

‘ammah dan keadilan sosial, serta relevansinya terhadap kebijakan 

Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja dalam konteks pengaturan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. 

2. Manfaat penelitian 

 

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan keuntungan teoritis 
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dan praktis sebagai berikut: 

 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang 

hukum tata negara, khususnya dalam hal perundang-undangan 

ketenagakerjaan dan pengelolaan dana pensiun. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti di masa depan. 

b. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan penulis untuk 

lebih memahami hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan 

hukum ketenagakerjaan dan pengelolaan dana pensiun. Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami prinsip- 

prinsip hukum ketenagakerjaan serta pengelolaan dana pensiun yang diatur 

oleh hukum. 

D. Telaah Pustaka 

 

Berikut ini disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karya ilmiah seperti jurnal, 

skripsi, tesis, dan disertasi termasuk dalam golongan ini. Penulis berupaya 

menghubungkan temuan penelitian dengan fokus utama penelitian, yaitu dana 

pensiun atau Jaminan Hari Tua (JHT). Penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Fadhel, Halimah Basri, dan Adriana Mustafa yang berjudul 

“Jaminan Kesejahteraan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif 

Hukum Islam”1,  membahas  mengenai  jaminan  kesejahteraan  hari  tua. 

 

1 Muhammad Fadhel, Halimah Basri, dan Adriana Mustafa. “Jaminan Kesejahteraan Hari 

Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam”. Jurnal UIN Alauddin Makassar. 4(3). 

2023. 
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Penelitian ini menekankan bahwa proses pencairan dana pensiun memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap sejumlah kriteria. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian 

lapangan (field research) .2 Dengan memadukan pendekatan teologi normatif 

atau syari’ah serta pendekatan hukum. Sumber data terdiri dari data sekunder 

yang diperoleh dari literatur yang relevan dan data primer yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan 

penelitian ini, upaya pemerintah untuk memberikan stabilitas keuangan bagi 

pehawai negeri sipil (PNS) tercermin dalam penyediaan dana pensiun. 

Namun, karena dianggap tidak produktif, pensiunan PNS berpotensi 

menghadapi ketimpangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar 

mereka, terutama mengingat usia mereka yang sudah lanjut.. 

Dalam disertasinya yang berjudul “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah 

Terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga 

Tinggi Negara”, Haddat Al Faniza menggunakan metode konseptual3, 

pendekatan yuridis normatif, dan penelitian pustaka. Berdasarkan Undang- 

Undang No. 12 Tahun 1980 yang mengatur hak keuangan atau administratif 

bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, serta mantan pimpinan 

atau mantan anggota lembaga tinggi negara, temuan penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah dana pensiun bagi pejabat tinggi negara adalah sebesar 75% 

dari gaji pokok setiap bulan. Pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi 

negara dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Syari’ah, 
 

2 Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah. (Makassar: Alauddin University Press, 2012) 

hlm. 30-43. 

 
3 Haddat Alfaniza. “Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi 

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh. 2023. 



14 
 

 

 

karena dapat menimbulkan mudarat tambahan, seperti peningkatan beban 

APBN, inflasi utang negara, pemborosan pengeluaran, dan ketimpangan 

sosial. 

Selain itu, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”4, yang dipublikasikan dalam jurnal, Elvi 

Nuari Hutahaena menggunakan analisis literatur sebagai metode 

pengumpulan data sekunder. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, 

menurut teori Edward III yang mencakup struktur birokrasi, komunikasi, 

sumber daya, dan disposisi kebijakan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang 

diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan sudah berjalan dengan baik, 

meskipun belum optimal. Hal ini tercermin dari upaya hubungan masyarakat 

yang belum merata, khususnya dalam hal partisipasi sektor informal. 

Dalam skripsinya yang berjudul “Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua 

(JHT) pada BPJS dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Nilai Manfaat pada 

Karyawan PT Ima Meukat Raya di Kota Lhokseumawe),” Nurma Yunita 

memaparkan hasil penelitiannya.5 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta normatif-sosiologis. Data 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  perhitungan  klaim  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  didasarkan  pada 

penggabungan antara upah pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan oleh 
 

4 Elvi Nuari Hutahaean, “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”. Jurnal 

Universitas Sumatera Utara. Vol 17, No. 2. 2023. 

5 Nurma Yunita. “Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS dalam Perspektif Akd 

Kafalah (Studi Nilai Manfaat pada Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe)”. Skrispi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2023. 
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PT Imara kepada BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat JHT diberikan dalam 

bentuk uang tunai, yang merupakan akumulasi dari iuran peserta ditambah 

hasil pengembangannya. Lebih lanjut, evaluasi terhadap perhitungan klaim 

dan manfaat JHT dari perspektif akad kafalah yang diterapkan oleh PT Imara 

menunjukkan bahwa, dari segi rukun, pelaksanaannya telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, dalam aspek syarat akad kafalah, 

terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, karena dana iuran 

peserta dikembangkan melalui instrumen-instrumen seperti deposito di bank 

konvensional atau obligasi berbunga, yang berbasis pada sistem pinjaman 

berbunga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Luthvi Febryka Nola, yang 

dipublikasikan dalam sebuah makalah jurnal berjudul “Polemik Pencairan 

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)”, menggunakan tinjauan pustaka sebagai 

metode pengumpulan data sekunder.6 Hasil penelitian menyoroti 

kemungkinan dampak sosial dan polemik yang dapat timbul jika peraturan 

baru mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua diterapkan. Pembahasan ini 

menunjukkan bahwa perubahan regulai terkait pencairan JHT umumnya 

memiliki dampak sosial yang lebih positif. Namun, karena peraturan tersebut 

diterapkan pada saat program jaminan pengangguran masih dalam tahap awal 

dan terjadi pemutusan hubungan kerja yang masif, hal ini menimbulkan 

kontroversi. 

 

 

 

6 Luthvi Febryka Nola. “Polemik Pencairan Manfaat Jaminan Hari Tua”. Pusat Penelitian 

Badan Keahlian DPR RI. 14(5). 2022. Akses pada 13 November 2024 pukul: 17:30 WIB 

(https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-5-I-P3DI-Maret- 2022- 

209.pdf) 
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Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian yang 

dilakukan oleh Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, dan Noor Kumala Sari, 

yang dipublikasikan dalam artikel jurnal berjudul “Polemik Penetapan 

Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”, mengkaji 

masalah dan argumen yang muncul akibat diberlakukannya kebijakan baru 

tersebut.7 Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk media massa, 

publikasi jurnal, peraturan perundang-undangan, serta cuitan masyarakat di 

media sosial Twitter. Meskipun kebijakan JHT dan penggabungannya dengan 

jaminan pengangguran dipandang sebagai langkah positif, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dalam proses perumusan 

kebijakan mengakibatkan ketentuan yang dihasilkan tidak sepenuhnya 

memenuhi harapan para pekerja, yang merupakan pihak yang terdampak 

langsung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ikhsan Cahyana Ramadhan, Figo 

Bewantara, Apri Utama, dan Sudirman Sitepu dalam jurnal (2024)8 meneliti 

dampak regulasi dan implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

terhadap kesejahteraan peserta, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker RI) No. 2 Tahun 2022. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk 

mengeksplorasi bagaimana regulasi JHT yang dirumuskan dalam Undang- 

Undang Cipta Kerja dan realisasinya dalam Permenaker tersebut diterapkan 

7 Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari. “Polemik Penetapan Kebijakan 
Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”. Jurnal Administrasi Publik. 18(1). 2021. 
Diakses pada tanggal 13 November 2024 pukul 17:40 WIB (file:///C:/Users/Admin/Downloads/90- 

Article%20Text-862-2-10-20220630-1.pdf) 
8 Dimas Ikhsan Cahyana Ramadhan, Figo Bewantara, Apri Utama, dan Sudirman Sitepu, “Pengaruh 

Regulasi dan Implementasi Program Jaminan Hari Tua terhadap Kesejahteraan Peserta Berdasarkan 

Permenaker RI No. 2 Tahun 2022”, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(10), 2024. 

https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.3878 



17 
 

 

 

serta dampaknya terhadap kondisi sosial mantan pekerja. Hasil studi 

menunjukkan bahwa implementasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 belum 

optimal. Banyak pekerja yang telah pensiun, baik di usia 56 tahun atau 

sebelumnya, merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan 

harapan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang 

ditetapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penulis 

merekomendasikan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan JHT yang 

diatur dalam Permenaker tersebut untuk memastikan bahwa regulasi benar- 

benar mampu menjawab kebutuhan para mantan pekerja dan menciptakan 

keadilan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Penelitian oleh Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah (2019) dalam 

penelitian jurnal membahas “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari 

Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta 

ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan JHT 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain konten dan konteks 

kebijakan itu sendiri, serta kepatuhan dan kondisi sosiologis masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan kebijakan, diperlukan sinkronisasi antara aspek 

filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan tersebut.9 

Penelitian oleh Rosebelle Febri C. dan Paramita Her Astuti (2018) 

 

9 Wijayanti, P & Jannah, L. M. (2019). “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di 

Indonesia”. Journal of Public Sector Innovations. 4(1). 20-29. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p20-29. 
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berjudul “Analisis Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap 

Kepuasan Konsumen di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta”10 

bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan peserta dalam proses klaim JHT. Menggunakan teori kualitas 

pelayanan dari Brady dan Cronin (2001), penelitian ini menilai tiga dimensi 

kualitas pelayanan: kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan kualitas 

hasil. Metode yang digynakan adalah wawancara kepada petugas pelayanan 

dan pemasaran BPJS Ketenagakerjaan serta peserta klaim. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peserta merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, 

baik dari sisi interaksi dengan petugas maupun fasilitas yang tersedia, yang 

mencerminkan pentingnya kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan 

peserta. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas meskipun beberapa 

penelitian telah membahas berbagai aspek terkait Jaminan Hari Tua (JHT), 

seperti implementasi kebijakan, perhitungan klaim, dan polemik pencairan 

dana pensiun, tesis ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal perspektif 

teoritis dan fokus kajian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak 

menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, atau analisis 

kebijakan, sementara tesis ini mengintegrasikan perspektif keadilan sosial 

Islam berdasarkan pemikiran Sayyid Qutb untuk menganalisis perlindungan 

hak pekerja terhadap JHT berdasarkan UU No 4 Tahun 2023. Selain itu, tesis 

ini tidak hanya fokus pada aspek teknis atau implementasi JHT, tetapi juga 

mengeksplorasi dimensi filosofis dan moral dari jaminan sosial dalam 

 

10 Rosebelle Febri C. dan Paramita Her Astuti, “Analisis Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) 

terhadap Kepuasan Konsumen di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta”. Tugas Akhir, Universitas 

Gadjah Mada). 2018. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161647 
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konteks keadilan distributif dan kemaslahatan umat, yang belum banyak 

diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tesis ini 

memberikan kontribusi baru dalam menggabungkan analisis hukum positif 

dengan perspektif keadilan sosial Islam, khususnya dalam konteks 

perlindungan hak pekerja di Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

Penulis menggunakan gagasan dan teori yang relevan sebagai landasan 

dalam penyusunan tesis ini guna memperdalam pemahaman terhadap topik 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

1. Perlindungan Hak Pekerja 

 

Perlindungan hak pekerja merupakan aspek dalam hukum 

ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan 

keamanan pekerja dalam konteks hubungan kerja.11 Untuk memastikan hak- 

hak pekerja diberikan secara adil dan agar pemberi kerja tidak 

mengeksploitasi mereka, perlindungan ini mencakup pemenuhan keadilan 

sosial serta hak asasi manusia dari berbagai aspek. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menjadi landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi tenaga 

kerja di Indonesia, termasuk pekerja migran, perempuan, dan anak-anak yang 

bekerja.12 

 

11 Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 12, No 1, 2021, hlm 69-78. 

 
12 Juli Setyo Rini dan Purwono Sungkowo Raharjo, “Pemenuhan hak-hak khusus pekerja 

perempuan di kabupaten karanganyar berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”. 

PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2(2), 2023, hlm 136-146. 
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2. Teori Keadilan 

 

Sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, keadilan selalu menjadi 

fokus utama dalam teori hukum alam.13 Berbagai konsep tentang keadilan dan 

masyarakat yang adil menvakup berbagai topik, seperti kesejahteraan, 

manfaat, dinamika kekuasaan, serta hak dan kebebasan. Berbagai teori yang 

diakui secara luas dalam bidang ini mencakup teori hukum dan keadilan dari 

Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, teori keadilan sosial 

dari John Rawls dalam A Theory of Justice, teori keadilan menurut Aristoteles 

dalam Nicomachean Ethics, serta pandangan Sayyid Qutb yang tertuang 

dalam Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi Al-Islam (Keadilan Sosial dalam Islam).14 

Sembilan bab dalam buku ini membahas beragam topik, antara lain agama 

dan masyarakat, hakikat keadilan, prinsip-prinsip dasarnya, penerapan 

keadilan, teori politik dan ekonomi, perkembangan historisnya, serta 

prospeknya di masa depan.15 

Islam menawarkan konsep yang menyeluruh untuk menjamin keadilan 

dalam kehidupan manusia, sebagaimana dapat kita pahami ketika 

mempelajari ajaran Islam tentang keadilan. Konsep keadilan dalam Islam 

sangat relevan dengan konteks kehidupan di zaman sekarang.16 Dalam 

 

13 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. 

Bandung, 2004, hlm. 242. 

 
14 Sayyid Qutb, Al- ‘AdÉlah al-IjtimÉ’iyyah fÊ al-IslÉm, edisi ke-7, Kairo: Dαr al-ShurUq, 

1980. 
 

15 Ahmed Salah Al-Din Mousalli, Contemporary Islamic Political Throught: Sayyid Qutb, 

Ph.D. Dissertation, University of Maryland, 1985, hlm. 21. 

 
16 Musthafa Assiba’i, Isytirakiyah fi al-Islam, terj. M. Abdai Ratomy, Kehidupan 

Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, 
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terminologi Islam, keadilan diartikan sebagai sikap menentang ketidakadilan 

dan tindakan sewenang-wenang, bukan berarti menghapusnya secara 

langsung atau otomatis. Namun, “modernisasi Islam yang bersifat universal” 

dan moderat, menunjukkan bahwa ia juga bersifat dinamis. Ia tidak berbeda 

dengan keduanya dan tidak condong atau memihak pada satu sisi tertentu.17 

Keadilan dalam Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan 

merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Allah 

SWT telah menetapkan keadilan untuk seluruh umat manusia, tanpa ada 

pengecualian.18 Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk 

menegakkan keadilan, seperti yang tertulis dalam Surah Asy-Syura ayat 15: 

“Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan dan 

nasihat yang baik, serta hadapilah mereka dengan cara yang paling baik.” 

Nabi berkata: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah 

SWT, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian”.19 

Keadilan dalam Islam diterapkan kepada semua warga negara, tanpa 

memandang apakah mereka beragama Islam atau tidak. Dengan demikian, 

setiap individu memiliki hak yang setara. Dengan kata lain, Islam memberikan 

hak-hak individu sepenuhnya kembali kepada mereka.20 

Pandangan Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam dipengaruhi oleh 

 

17 Muhammad Imarah, Al-Islam wal Amnu al-Ijtima’I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. 

“Islam dan Keamanan Sosial”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 115. 

18 Ibid. hlm. 116. 

 
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2002), hlm. 485. 

 
20 Musthafa Assiba’i, Isytirakiyah fi al-Islam, terj. M. Abdai Ratomy, Kehidupan 

Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), 
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fakta bahwa konsep keadilan sosial saat ini banyak berasal dari filsafat Barat 

yang bersifat sekuler, di mana peran agama dibatasi hanya pada peningkatan 

kesadaran dan penyucian jiwa. Di sisi lain, aturan-aturan sekuler dan temporal 

dianggap sebagai otoritas utama dalam mengatur masyarakat dan kehidupan 

manusia. Namun, menurut Qutb, Islam memiliki pendekatan yang berbeda 

secara mendasar. Ia mengemukakan dua prinsip pokok dalam keadilan sosial 

Islam, yaitu: (1) terciptanya kesatuan yang harmonis, seimbang, dan 

menyeluruh antara individu dengan masyarakat, serta (2) adanya tanggung 

jawab bersama yang melibatkan baik individu maupun komunitas secara 

kolektif. Keadilan, dalam kerangka ini, dipandang sebagai nilai etis sekaligus 

fondasi utama dalam pemerintahan Islam. Karena sumber otoritas hukum 

berasal dari Tuhan, para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

amanah ini, yakni dengan menaati syari’ah dan menegakkan keadilan dalam 

seluruh aspek kehidupan baik politik, sosial, maupun ekonomi.21 Untuk 

memastikan pelaksanaan keadilan, Qutb mengidentifikasi tiga prinsip dasar: 

kebebasan hati nurani yang merdeka, kesetaraan antar manusia, dan tanggung 

jawab sosial yang saling menguntungkan.22 

 

3. Maslahah ‘Ammmah 

 

Konsep Mashlahah Al-‘Ammmah berupaya untuk menghasilkan manfaat 

dan menghindari kerusakan dengan berlandaskan tujuan Syara’ dalam suatu 

bidang tertentu. Hal ini dapat  dicapai dengan memenuhi kebutuhan 

 

21 Sayyid Qutb, “Social Justice in Islam”. (Islamic Publications International, 2000), hlm. 

47-49. 

22 Ibid. hlm. 52. 
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Dharuriyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyah secara nyata, serta dengan memiliki 

kemampuan untuk membawa seseorang menuju kebahagiaan di akhirat.23 

Sejalan dengan itu, konsep Mashlahah Al-‘Ammmah dalam fiqh sosial 

menekankan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai syarat untuk mencapai 

Maqasid As-Syari’ah, sedangkan kebutuhan Hajjiyah dan Tahsiniyah 

berperan sebagai pelengkap dan penyempurna yang mendukung 

keseimbangan seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di 

akhirat. Kemashlahatan adalah bagian lain dari berbicara tentang maqasid. 

Kemashlahatan dalam hal ini adalah mempertahankan Maqasid Syari’ah, dan 

para mujtahid modern harus menggunakan prinsip ini saat menetapkan tujuan 

hukum. Kemashlahatan tetap merupakan nilai, meskipun ukurannya tidak 

dapat diukur secara materil. Oleh karena itu, mujtahid (mashlahah 

mu’tabarah) perlu memperhatikan manfaat dari setiap keputusan, agar 

manfaat tersebut dapat berkembang menjadi Mashlahah Al-‘Ammmah.24 

Dalam Islam, konsep penting yang disebut maslahah ‘ammah (kebaikan 

umum) dapat diterapkan untuk memahami Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 

pekerja. Sayyid Qutb dan pemikir Islam lainnya menekankan bahwa 

kebijakan sosial, termasuk JHT, harus dibuat dengan tujuan mencapai 

kebaikan umum bagi masyarakat. Analisis maslahah ‘ammah dalam Jaminan 

Hari Tua (JHT) bagi pekerja diberikan di sini berdasarkan hasil penelitian. 

Maslahah ‘ammah merujuk pada kebaikan yang bersifat kolektif dan 

harus diutamakan dalam setiap kebijakan publik. Menurut Qutb, kebijakan 

yang  diambil  harus  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  secara 

 

23 MA. Sahal Mahfudh. Nuansa Fiqh Sosial. (Yogyakarta: LKIS. 2004). hlm. 34. 
24 Ibid. hlm. 4. 
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keseluruhan, bukan hanya segelintir individu atau kelompok. Dalam konteks 

Jaminan Hari Tua (JHT), Qutb berargumen bahwa perlindungan terhadap 

pekerja adalah bagian dari maslahah ‘ammah. Ia menekankan bahwa negara 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan semua 

anggotanya, termasuk memberikan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja 

di masa tua mereka. 

Qutb percaya bahwa hak-hak individu, termasuk hak atas JHT, harus 

sejalan dengan kewajiban sosial. Dalam hal ini, pekerja berhak mendapatkan 

akses ke dana JHT sebagai bagian dari perlindungan sosial, sementara negara 

dan masyarakat berkewajiban untuk menyediakan sistem yang adil dan 

transparan. Qutb menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada 

pekerja dalam rangka mencapai maslahah ‘ammah. Ini termasuk pengaturan 

yang memungkinkan pekerja untuk mengakses dana JHT tanpa batasan yang 

memberatkan, seperti hanya dapat dicairkan saat memasuki usia pensiun. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi ilmiah yang digunakan untuk 

mengumpulkan data guna mencapai tujuan tertentu. Istilah “pendekatan 

ilmiah” mengindikasikan bahwa penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip 

akademik seperti empirisme, rasionalitas, dan sistematika. Penelitian disebut 

rasional apabila dilakukan secara logis dan tidak didasarkan pada keyakinan 

atau opini subjektif. Prinsip empirisme menyatakan bahwa kegiatan penelitian 

dapat diamati melalui indera manusia, sehingga memungkinkan orang lain 

untuk menyaksikan dan memahami proses pelaksanaanya. Adapun sifat 

sistematis menunjukkan bahwa tahapan dalam proses penelitian disusun 
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secara logis dan terstruktur.25 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) 

karena data utama diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi, 

wawancara, maupun penyebaran kuesioner di lokasi penelitian. Penelitian 

lapangan bertujuan untuk memahami fenomena secara kontekstual dengan melihat 

kondisi nyata di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat faktual dan 

empiris.26 Dalam konteks ini, pendekatan lapangan memungkinkan peneliti 

menggali data secara mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan respons 

subjek terhadap kebijakan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu 

menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dengan mempertimbangkan 

realitas sosial yang terjadi. 

2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis, yakni 

metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang tersedia, kemudian 

menyusunnya, mengolahnya, dan menganalisisnya guna memberikan 

pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini 

umumnya digunakan untuk mengkaji kondisi kelompok manusia, obejk, 

situasi, proses berpikir, atau peristiwa yang sedang terjadi.27 

 

 

3. Pendekatan Penelitian 
 

25 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, CV Pustaka Setia,2011), hlm. 23 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2019), hlm. 137. 
27 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1994, hlm. 51 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif islami dengan 

perspektif Sayyid Qutb, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji elemen 

normatif hukum melalui analisis terhadap bahan pustaka hukum, baik yang 

bersifat primer maupun sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan. 

Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian doktrin atau asas-asas hukum 

serta prinsip-prinsip syariah sebagai sumber hukum Islam, yang kemudian 

diinterpretasikan dalam konteks modern.28 Dalam pendekatan ini, pandangan 

teoritis atau konsep hukum diterapkan untuk melakukan analisis terhadap 

norma hukum yang berlaku, baik secara positif maupun secara ideologis 

keislaman.29 Metode penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum 

doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, karena seluruh data diperoleh 

dari studi pustaka dan bersifat konseptual.30 Perspektif Sayyid Qutb 

digunakan untuk menggali nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip-prinsip 

maqashid syariah dalam memahami ketentuan hukum positif, sehingga 

menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan 

teologis.31 

4. Sumber Data 

 

Peneliti menggunakan kedua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder, dalam penelitian ini. 

a. Data Primer 

Berbagai Undang-Undang, termasuk UUD 1945, Undang-Undang No. 3 

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 4 Tahun 
 

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35. 
29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13. 
30 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 

hlm. 42. 
31 Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, (Beirut: Dar al-Shuruq, 2000), jilid 1, hlm. 34. 
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2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Undang- 

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi data utama yang 

digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, juga tercakup Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), 

serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari 

Tua (JHT). 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber selain responden penelitian mereka.32 Penelitian kepustakaan 

menghasilkan data sekunder karena mencakup pengetahuan dasar, terutama 

yang berasal dari karya ilmiah dan literatur. Sumber-sumber data sekunder 

meliputi buku, jurnal, naskah-naskah Islam, serta informasi daring yang 

berkaitan dengan dana pensiun atau jaminan hari tua (JHT). 

c. Data Tersier 

 

Dalam penelitian ini, data tersier juga diperoleh dari berbagai situs web 

yang menyediakan informasi pendukung berupa kamus hukum digital, 

ensiklopedia daring, indeks jurnal, serta repositori ilmiah yang kredibel. Data 

tersier dari website dimanfaatkan untuk mengakses definisi istilah, 

menemukan referensi hukum sekunder, serta memahami konteks normatif 

dan teoritis secara lebih luas. Misalnya, situs seperti Kamus Besar Bahasa 

 

32 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, Cet III, 2001), 

hlm.91. 



28 
 

 

 

Indonesia (KBBI Daring) dan Ensiklopedia Islam Online digunakan untuk 

menelusuri pengertian istilah-istilah kunci dalam hukum dan studi Islam, 

sedangkan Google Scholar dan Portal Garuda dimanfaatkan untuk melacak 

literatur dan sitasi ilmiah relevan yang mendukung analisis normatif dalam 

perspektif Sayyid Qutb. Penggunaan sumber daring ini dilakukan secara 

selektif dan kritis, dengan tetap memperhatikan validitas, otoritas penerbit, 

serta keterkinian data 33. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, studi pustaka digunakan sebagai metode 

pengumpulan data dengan menelaah dan mengevaluasi berbagai karya yang 

relevan dengan topik yang diteliti. Salah satu contohnya adalah dokumen- 

dokumen hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Dokumen-dokumen 

tersebut kemudian dibaca, dianalisis, dan diolah menjadi sekumpulan data 

dan fakta.34 Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk 

mengumpulkan data. 

Membaca buku atau majalah yang tersedia di perpustakaan sebagai 

sumber data tambahan merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan 

metode kepustakaan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber literatur, termasuk buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya. 

Metode ini tidak menngharuskan peneliti untuk melakukan investigasi 

langsung terhadap suatu situasi. Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode 

kepustakaan adalah suatu strategi di mana peneliti mengumpulkan informasi 

melalui perpustakaan, yang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil- 

 

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133. 
34 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, , 

(Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, cet III, 2016), hlm.208. 
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hasil penelitian. Selain itu, literatur dan sumber-sumber lain yang relevan 

dengan topik penelitian, seperti buku dan informasi mengenai dana pensiun 

atau jaminan hari tua (JHT) bagi pekerja, turut dikaji untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan. 

6. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses menyusun data ke dalam kategori, pola, dan 

satuan-satuan dasar yang terstruktur. Dalam penelitian ini, digunakan 

pendekatan deskriptif untuk menganalisis data, yang bertujuan 

menggambarkan dan menjelaskan kondisi saat ini, pandangan-pandangan 

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, dampak yang 

ditimbulkan, serta tren yang mulai muncul.35 

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan komparatif untuk 

membandingkan satu perspektif dengan perspektif lainnya,36 serta 

mengidentifikasi penyebab atau alasan terjadinya perbedaan. 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Rencana naskah ini akan disusun dalam lima bab, dengan masing- 

masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: 

BAB I: Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Bab ini membahas mengenai tinjauan perlindungan hukum, 

Jaminan Hari Tua (JHT), teori keadilan, serta mashlahah ‘ammmah. 

 

35 Sumanto, Teori dan Metode Penelitian, (Yogyakarta, CAPS (Center of Academic 

Publishing Service), 2014), hlm.179. 

 
36 Ibid. hlm. 207. 
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BAB III: Bab ini membahas mengenai gambaran Jaminan Hari Tua 

(JHT) dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, serta berbagai pro dan 

kontra terkait dana Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Undang-Undang tersebut. 

BAB IV: dalam bab ini membahas tentang analisa pandangan Sayyid 

Qutb terhadap hak keadilan pekerja dalam mendapatkan jht dan perlindungan 

hukum ditinjau dari teori siyasah keadilan dan maslahah ‘ammmah. 

BAB V: bab ini sekaligus yang mengakhiri bab dalam penelitian, berisi 

tentang kesimpulan atas hasil penelitian serta penutup dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diimplementasikan melalui Undang- 

Undang No. 4 Tahun 2023 belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan 

belum memberikan perlindungan hak-hak tenaga kerja sebagaimana diamanatkan 

oleh konstitusi. Meskipun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, 

terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan langkah 

strategis negara dalam memberikan perlindungan finansial bagi tenaga kerja, 

khususnya di masa pensiun. Kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-haknya, 

lemahnya pengawasan, serta kendala administratif dan birokrasi menjadi faktor 

penghambat efektivitas program ini. Namun, tantangan dalam menjangkau sektor 

informal, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan literasi masyarakat 

menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan program. Akibatnya, diperlukan 

perbaikan untuk memastikan bahwa perlindungan sosial ini inklusif dan 

memberikan manfaat yang sama untuk semua lapisan masyarakat. 

2. Menurut Sayyid Qutb, Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip 

Maslahah ‘Ammmah (kepentingan umum). Meskipun JHT telah dirancang untuk 

memberikan perlindungan finansial bagi pekerja, terdapat beberapa aspek yang 

masih bertentangan dengan prinsip maslahah, seperti rendahnya partisipasi pekerja 

informal, keterbatasan akses di daerah terpencil, dan masalah transparansi dalam 

pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem ini agar 

benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang inklusif. 

Pandangan Sayyid Qutb menyoroti pentingnya keadilan distributif yang berbasis 
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pada kebaikan bersama. Dalam konteks JHT, penerapan prinsip ini dapat 

mencerminkan maslahah umum dengan menciptakan keseimbangan antara 

kebutuhan individu pekerja dan kepentingan masyarakat secara luas. Untuk 

mencapai hal tersebut, perlu adamya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan, sehingga kebijakan ini 

tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam. 

B. Saran 

Pemerintah perlu mengintensifkan edukasi tentang manfaat JHT, terutama 

bagi pekerja informal dan masyarakat di daerah terpencil, dengan program 

sosialisasi yang mencakup penjelasan sederhana tentang mekanisme pendaftaran, 

pencairan dana, dan manfaat jangka panjangnya. Selain itu, pengelolaan dana JHT 

harus diawasi melalui audit independen dan laporan publik yang transparan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencerminkan prinsip maslahah serta 

keadilan. Kebijakan juga perlu disesuaikan agar lebih inklusif, misalnya dengan 

menyediakan skema iuran yang fleksibel atau subsidi bagi pekerja informal, 

sehingga dapat mengurangi kesenjangan akses. Penggunaan teknologi digital harus 

diperkuat untuk mempermudah proses pendaftaran dan pencairan dana, sekaligus 

meningkatkan transparansi pengelolaan. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara 

berkala agar sesuai dengan prinsip maslahah umum, memprioritaskan kebutuhan 

kelompok rentan, dan memastikan manfaat jangka panjang yang adil dan 

berkelanjutan. 
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